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Abstract 
This study examines the integration of spatial planning and environmental protection 

instruments to safeguard the constitutional right to a good and healthy environment in 

Indonesia. It employs normative legal research based on a literature review, using statutory 

and conceptual approaches. Legal materials are examined through systematic interpretation 

and synthesis of legal arguments. The analysis indicates that coherent spatial plans, strategic 

environmental assessments, and regulatory controls are essential to constitutional protection. 

Legal challenges include potentially inconsistent regulations, fragmented institutional 

authority, and insufficient coordination of oversight and public participation. The study 

proposes a framework encompassing regulatory, institutional, and enforcement integration to 

strengthen legal certainty, accountability, and environmental harm prevention in sustainable 

regional development while placing constitutional rights at the center of decisions. 

Keywords: Spatial Planning; Environmental Protection; Constitutional Rights. 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan menganalisis integrasi instrumen penataan ruang dan perlindungan 

lingkungan hidup dalam menjamin hak konstitusional masyarakat atas lingkungan hidup yang 

baik dan sehat di Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif berbasis studi 

kepustakaan dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum 

dianalisis melalui inventarisasi, interpretasi sistematis, dan sintesis argumentasi hukum. Hasil 

kajian menunjukkan bahwa keterpaduan rencana tata ruang, kajian lingkungan hidup strategis, 

dan instrumen pengendalian diperlukan untuk memperkuat perlindungan konstitusional. 

Tantangan yuridis mencakup potensi ketidakharmonisan regulasi, kompleksitas kewenangan, 

serta ketidakterpaduan pengendalian dan partisipasi masyarakat. Penelitian mengusulkan 

kerangka integrasi regulatif, kelembagaan, dan pengendalian sebagai dasar penguatan 

kepastian hukum, akuntabilitas, serta pencegahan kerusakan lingkungan dalam kebijakan 

pembangunan wilayah yang berkelanjutan dan berorientasi pada pemenuhan hak masyarakat 

secara nyata dan berkeadilan ekologis. 

Kata Kunci: Penataan Ruang; Perlindungan Lingkungan Hidup; Hak Konstitusional. 
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Pendahuluan 

Perkembangan pembangunan wilayah dan peningkatan aktivitas pemanfaatan ruang di 

Indonesia menimbulkan tantangan yang semakin kompleks terhadap keberlanjutan 

lingkungan hidup dan perlindungan hak masyarakat(Baihaqi et al., 2025). Pertumbuhan 

kawasan permukiman, industri, infrastruktur, dan kegiatan ekonomi membutuhkan pengaturan 

pemanfaatan ruang yang tidak hanya berorientasi pada kepentingan pembangunan, tetapi juga 

mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Ketidaksesuaian 

antara perencanaan tata ruang dan karakteristik ekologis suatu wilayah berpotensi 

menimbulkan degradasi lingkungan, konflik pemanfaatan lahan, berkurangnya ruang terbuka 

hijau, serta meningkatnya risiko bencana ekologis. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa 

penataan ruang tidak dapat dipahami semata-mata sebagai instrumen pengaturan penggunaan 

wilayah, melainkan harus ditempatkan sebagai bagian integral dari sistem perlindungan 

lingkungan hidup. Oleh karena itu, diperlukan integrasi instrumen hukum penataan ruang dan 

perlindungan lingkungan hidup agar pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung secara 

berkelanjutan sekaligus menjamin pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang 

baik dan sehat(Jazuli, 2017). 

Perlindungan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat memiliki 

landasan konstitusional yang kuat dalam sistem hukum Indonesia. Pasal 28H ayat (1) 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap 

orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat(Jazuli, 2015). Jaminan 

tersebut memberikan konsekuensi yuridis berupa tanggung jawab negara untuk membentuk 

kebijakan, instrumen pengaturan, dan mekanisme pengawasan yang mendukung perlindungan 

lingkungan hidup. Selain itu, Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menempatkan prinsip berkelanjutan 

dan berwawasan lingkungan sebagai bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional. 

Kedua ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi, pemanfaatan ruang, 

dan perlindungan lingkungan hidup harus diselenggarakan secara selaras dengan prinsip 

konstitusional. Dalam perspektif hukum tata negara dan hukum lingkungan, hak atas 

lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak cukup dijamin melalui pengakuan normatif, tetapi 

memerlukan instrumen hukum yang mampu mencegah kerusakan lingkungan, mengendalikan 

pemanfaatan ruang, dan memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat(Melo et 

al., 2024). 

Secara normatif, integrasi penataan ruang dan perlindungan lingkungan hidup 

memperoleh dasar pengaturan melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup, beserta perubahannya(Wedanti, 2016). Pengaturan penataan 

ruang diarahkan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan 

berkelanjutan, sedangkan pengaturan perlindungan lingkungan hidup menekankan upaya 

sistematis untuk melestarikan fungsi lingkungan dan mencegah pencemaran serta kerusakan. 

Hubungan kedua rezim hukum tersebut terlihat melalui keberadaan Rencana Tata Ruang 

Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Kajian Lingkungan Hidup Strategis 

(KLHS), dan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang. KLHS memiliki kedudukan 

penting karena digunakan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan 

menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan wilayah serta penyusunan kebijakan, 

rencana, dan program(Riyadi et al., 2026). Dengan demikian, integrasi instrumen penataan 
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ruang dan perlindungan lingkungan hidup merupakan kebutuhan yuridis untuk menyelaraskan 

kebijakan pemanfaatan ruang dengan kemampuan lingkungan dalam mendukung kehidupan 

masyarakat. 

Meskipun telah memiliki dasar pengaturan, integrasi instrumen penataan ruang dan 

perlindungan lingkungan hidup masih menghadapi berbagai tantangan yuridis. Tantangan 

tersebut dapat berupa ketidaksinkronan pengaturan sektoral, perbedaan orientasi antara 

kebijakan pembangunan dan perlindungan ekologis, serta lemahnya keterhubungan antara 

dokumen perencanaan ruang dan instrumen pengendalian dampak lingkungan(Junef, 2021). 

Persoalan juga dapat muncul ketika penetapan pola ruang tidak sepenuhnya 

mempertimbangkan hasil KLHS atau ketika pengendalian pemanfaatan ruang belum berjalan 

selaras dengan ketentuan perlindungan lingkungan hidup. Selain itu, pembagian kewenangan 

antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah memerlukan koordinasi yang konsisten agar 

kebijakan penataan ruang tidak menghasilkan ketidakpastian dalam penerapan standar 

perlindungan lingkungan. Dari perspektif perlindungan hak konstitusional, kondisi tersebut 

berpotensi melemahkan fungsi preventif instrumen hukum dalam mencegah kerusakan 

lingkungan dan melindungi masyarakat yang terdampak. Oleh karena itu, diperlukan analisis 

yuridis untuk mengidentifikasi hubungan antar-instrumen hukum serta menentukan prinsip 

integrasi yang mampu memperkuat kepastian hukum dan perlindungan hak 

masyarakat(Halim, 2023). 

Kajian hukum mengenai penataan ruang dan perlindungan lingkungan hidup telah 

berkembang melalui pembahasan tentang pembangunan berkelanjutan, pengendalian 

pemanfaatan ruang, perizinan lingkungan, KLHS, dan tanggung jawab negara terhadap 

perlindungan lingkungan(Jazuli, 2015). Namun, keterkaitan antara instrumen-instrumen 

tersebut perlu dianalisis secara lebih terintegrasi dengan menempatkan hak konstitusional 

masyarakat sebagai orientasi utama pengaturan. Kesenjangan penelitian yang hendak ditelaah 

dalam artikel ini terletak pada kebutuhan untuk menjelaskan bagaimana hubungan normatif 

antara instrumen perencanaan tata ruang, instrumen perlindungan lingkungan, dan mekanisme 

pengendalian pemanfaatan ruang dapat membentuk sistem perlindungan hak masyarakat yang 

koheren. Analisis yang hanya menempatkan penataan ruang dan perlindungan lingkungan 

sebagai dua bidang pengaturan yang terpisah berisiko mengabaikan persoalan harmonisasi 

norma, koordinasi kewenangan, dan konsistensi pelaksanaan kebijakan(Priyanta, 2025). Oleh 

sebab itu, penelitian ini diarahkan untuk membangun kerangka analisis yang menghubungkan 

integrasi regulatif, integrasi kelembagaan, dan integrasi pengendalian sebagai unsur penting 

dalam menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kesenjangan tersebut perlu 

diuji lebih lanjut melalui penelaahan sistematis terhadap literatur dan penelitian terdahulu 

yang relevan. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian 

hukum normatif berbasis studi kepustakaan (library research) untuk mengkaji integrasi 

instrumen penataan ruang dan perlindungan lingkungan hidup dalam sistem hukum Indonesia. 

Analisis dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual dengan menelaah 

ketentuan konstitusi, peraturan perundang-undangan, doktrin hukum lingkungan, serta 

literatur akademik yang berkaitan dengan penataan ruang dan perlindungan hak masyarakat. 

Penelitian ini menempatkan integrasi hukum sebagai suatu hubungan yang mencakup 

keselarasan norma, koordinasi kewenangan kelembagaan, dan keterpaduan mekanisme 
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pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam kerangka tersebut, perlindungan hak konstitusional 

masyarakat dipahami sebagai kewajiban hukum yang harus diwujudkan melalui kebijakan 

perencanaan, pencegahan kerusakan, pengawasan, dan penegakan hukum lingkungan. 

Pendekatan ini memungkinkan penilaian terhadap konsistensi pengaturan dan hubungan 

antar-instrumen hukum tanpa mengklaim pengukuran empiris mengenai tingkat keberhasilan 

implementasinya di lapangan. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum instrumen penataan 

ruang dan perlindungan lingkungan hidup dalam menjamin hak konstitusional masyarakat, 

mengidentifikasi tantangan yuridis yang memengaruhi integrasi kedua instrumen tersebut, 

serta merumuskan konstruksi penguatan integrasi hukum dalam mendukung perlindungan 

lingkungan hidup yang baik dan sehat. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memberikan 

kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum lingkungan dan hukum penataan ruang 

melalui pengintegrasian prinsip pembangunan berkelanjutan, kepastian hukum, dan 

perlindungan hak konstitusional. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi 

bahan pertimbangan bagi pembentuk kebijakan, pemerintah daerah, dan pemangku 

kepentingan dalam menyelaraskan perencanaan tata ruang dengan instrumen perlindungan 

lingkungan. Kontribusi konseptual yang diajukan penelitian ini berupa kerangka integrasi 

regulatif, kelembagaan, dan pengendalian sebagai dasar untuk mengevaluasi keterpaduan 

instrumen hukum dalam menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan 

sehat. Dengan demikian, penelitian ini menempatkan perlindungan hak konstitusional sebagai 

tujuan utama integrasi hukum penataan ruang dan perlindungan lingkungan hidup. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal 

research) yang dilaksanakan melalui studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan 

kualitatif(Zed, 2025). Metode ini digunakan untuk menganalisis integrasi instrumen penataan 

ruang dan perlindungan lingkungan hidup dalam menjamin hak konstitusional masyarakat 

atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pendekatan penelitian meliputi pendekatan 

perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). 

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji keselarasan pengaturan dalam 

Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, serta Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

beserta perubahan dan peraturan pelaksanaannya. Sementara itu, pendekatan konseptual 

digunakan untuk menelaah prinsip pembangunan berkelanjutan, kepastian hukum, tanggung 

jawab negara, dan perlindungan hak konstitusional masyarakat. Penelitian ini memfokuskan 

analisis pada integrasi regulatif, kelembagaan, dan pengendalian sebagai dimensi keterpaduan 

instrumen hukum penataan ruang dan perlindungan lingkungan hidup(Sugiyono, 2020). 

Bahan hukum penelitian terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang 

diperoleh melalui studi dokumentasi dan penelusuran literatur. Bahan hukum primer meliputi 

konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan peraturan pelaksana yang relevan dengan 

penataan ruang serta perlindungan lingkungan hidup. Bahan hukum sekunder mencakup 

artikel jurnal ilmiah, buku hukum, hasil penelitian terdahulu, dan doktrin hukum yang 

membahas integrasi kebijakan tata ruang, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), 
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pembangunan berkelanjutan, serta perlindungan hak masyarakat. Adapun bahan hukum tersier 

digunakan untuk mendukung pemahaman terhadap istilah dan konsep hukum. Pemilihan 

bahan hukum dilakukan berdasarkan relevansi substansi, otoritas sumber, keterbaruan 

regulasi, dan keterkaitannya dengan permasalahan penelitian. Seluruh bahan hukum dianalisis 

secara deskriptif-analitis melalui tahapan inventarisasi, klasifikasi, interpretasi sistematis, dan 

sintesis argumentasi hukum. Analisis diarahkan untuk mengidentifikasi hubungan antar-

instrumen hukum, menemukan potensi ketidakharmonisan pengaturan, serta merumuskan 

konstruksi penguatan integrasi hukum. Kesimpulan ditarik melalui penalaran deduktif 

berdasarkan prinsip konstitusional dan ketentuan hukum positif yang relevan(Creswell et al., 

2007). 

 

Hasil dan Pembahasan 

Kedudukan Hukum Instrumen Penataan Ruang dan Perlindungan Lingkungan Hidup 

dalam Menjamin Hak Konstitusional Masyarakat 

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak konstitusional yang 

memperoleh jaminan melalui Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945(Yusa & Hermanto, 2018). Pengakuan konstitusional tersebut 

mengandung konsekuensi bahwa negara berkewajiban menghormati, melindungi, dan 

memenuhi hak masyarakat melalui kebijakan serta instrumen hukum yang dapat mencegah 

terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kewajiban tersebut berkaitan dengan Pasal 

33 ayat (4) UUD 1945 yang menempatkan prinsip keberlanjutan dan wawasan lingkungan 

sebagai dasar penyelenggaraan perekonomian nasional. Dalam perspektif hukum konstitusi, 

kedua ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan hidup bukan sekadar 

tujuan administratif pembangunan, melainkan bagian dari kewajiban negara untuk menjamin 

kualitas kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, instrumen penataan ruang dan perlindungan 

lingkungan hidup harus dipahami sebagai sarana hukum untuk menerjemahkan jaminan 

konstitusional menjadi kebijakan yang dapat dilaksanakan. Kedudukan tersebut menempatkan 

perlindungan hak masyarakat sebagai orientasi normatif dalam perencanaan, pemanfaatan, 

dan pengendalian ruang wilayah(Sodikin, 2021). 

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang memberikan 

landasan hukum bagi penyelenggaraan penataan ruang yang mencakup perencanaan tata 

ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Pengaturan tersebut 

diarahkan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan 

berkelanjutan dengan memperhatikan keterpaduan kepentingan pembangunan serta 

kelestarian lingkungan hidup. Dalam konteks perlindungan hak masyarakat, Rencana Tata 

Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) memiliki fungsi penting 

sebagai instrumen perencanaan yang menentukan struktur dan pola pemanfaatan ruang. 

Penetapan kawasan lindung, kawasan budi daya, ruang terbuka hijau, serta ketentuan 

pemanfaatan ruang merupakan bentuk pengaturan yang dapat memengaruhi kualitas 

lingkungan dan keberlanjutan kehidupan masyarakat. Namun, efektivitas perlindungan 

melalui instrumen tata ruang bergantung pada kesesuaian substansi perencanaan dengan 

kondisi ekologis serta konsistensi penerapannya dalam pengendalian pemanfaatan ruang. 

Dengan demikian, penataan ruang memiliki kedudukan strategis sebagai instrumen hukum 

preventif yang dapat digunakan untuk mengurangi risiko kerusakan lingkungan sebelum 
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kegiatan pembangunan dilaksanakan(Hasim, 2023). 

Kedudukan instrumen perlindungan lingkungan hidup diatur melalui Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta 

perubahannya. Undang-undang tersebut mengembangkan sistem perlindungan lingkungan 

melalui perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan 

hukum. Salah satu instrumen penting adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), 

yang berfungsi memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar dan 

terintegrasi dalam penyusunan kebijakan, rencana, dan program. Pasal 15 mengatur kewajiban 

pemerintah dan pemerintah daerah untuk membuat KLHS dalam penyusunan atau evaluasi 

RTRW beserta rencana rincinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Keberadaan 

KLHS menunjukkan adanya hubungan normatif yang langsung antara perencanaan tata ruang 

dan perlindungan lingkungan hidup. Melalui instrumen tersebut, pertimbangan daya dukung, 

daya tampung, dan risiko lingkungan seharusnya menjadi bagian dari proses pengambilan 

keputusan mengenai pemanfaatan ruang. Oleh karena itu, KLHS memiliki fungsi integratif 

yang menghubungkan kebijakan pembangunan wilayah dengan kewajiban negara untuk 

melindungi hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat(Arrsa et al., 2024). 

Integrasi instrumen penataan ruang dan perlindungan lingkungan hidup juga berkaitan 

dengan mekanisme pengendalian kegiatan pembangunan melalui kesesuaian kegiatan 

pemanfaatan ruang dan persetujuan lingkungan. Kedua instrumen tersebut memiliki fungsi 

hukum yang berbeda tetapi saling melengkapi. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang 

digunakan untuk menilai keselarasan rencana kegiatan dengan ketentuan tata ruang yang 

berlaku, sedangkan persetujuan lingkungan berkaitan dengan pemenuhan persyaratan 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Hubungan tersebut menunjukkan bahwa kesesuaian lokasi kegiatan dengan 

rencana tata ruang tidak dengan sendirinya menghilangkan kewajiban untuk memenuhi 

persyaratan lingkungan. Sebaliknya, pemenuhan persyaratan lingkungan juga tidak dapat 

menggantikan kewajiban kesesuaian pemanfaatan ruang. Dalam kerangka perlindungan hak 

konstitusional, kedua instrumen perlu diterapkan secara terpadu agar kegiatan pembangunan 

tidak hanya memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga memperhatikan dampaknya 

terhadap kualitas lingkungan dan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, integrasi 

instrumen pengendalian merupakan unsur penting dalam membangun sistem pencegahan 

kerusakan lingkungan yang konsisten secara hukum. 

Berdasarkan analisis terhadap kerangka hukum tersebut, kedudukan instrumen 

penataan ruang dan perlindungan lingkungan hidup dapat dipahami melalui tiga fungsi utama, 

yaitu fungsi perencanaan, fungsi pencegahan, dan fungsi pengendalian. Fungsi perencanaan 

diwujudkan melalui RTRW dan RDTR sebagai dasar pengaturan pemanfaatan ruang wilayah. 

Fungsi pencegahan diperkuat melalui KLHS dan instrumen penilaian dampak lingkungan 

yang mengintegrasikan pertimbangan ekologis ke dalam kebijakan dan kegiatan 

pembangunan. Sementara itu, fungsi pengendalian dijalankan melalui mekanisme kesesuaian 

kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, pengawasan, dan penegakan hukum. 

Ketiga fungsi tersebut membentuk hubungan normatif yang saling melengkapi dalam 

menjamin perlindungan hak masyarakat. Namun, keterpaduannya tidak cukup diukur 

berdasarkan keberadaan masing-masing instrumen, melainkan harus dilihat dari keselarasan 

pengaturan dan kesinambungan penerapannya. Dengan demikian, integrasi instrumen hukum 
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merupakan prasyarat normatif bagi penyelenggaraan pembangunan yang berorientasi pada 

keberlanjutan lingkungan dan perlindungan hak konstitusional masyarakat. 

 

 

Tantangan Yuridis Integrasi Instrumen Penataan Ruang dan Perlindungan Lingkungan 

Hidup di Indonesia 

Integrasi instrumen penataan ruang dan perlindungan lingkungan hidup menghadapi 

tantangan yuridis yang berkaitan dengan kompleksitas pengaturan dan keterhubungan 

berbagai sektor pembangunan. Pengaturan penataan ruang, lingkungan hidup, pertanahan, 

kehutanan, pertambangan, dan pembangunan infrastruktur memiliki objek serta mekanisme 

administrasi yang berbeda, meskipun pelaksanaannya sering berkaitan dengan wilayah yang 

sama. Perbedaan karakteristik pengaturan tersebut dapat menimbulkan potensi 

ketidaksinkronan norma apabila penyusunan kebijakan sektoral tidak dilakukan secara 

terpadu. Dalam konteks ini, persoalan hukum tidak hanya terletak pada keberadaan berbagai 

peraturan, tetapi juga pada kemampuan sistem hukum untuk menjamin keselarasan antara 

tujuan pemanfaatan ruang dan perlindungan fungsi lingkungan. Ketika kebijakan sektoral 

tidak terhubung secara konsisten dengan rencana tata ruang dan hasil kajian lingkungan, 

terdapat risiko munculnya ketidakpastian mengenai dasar hukum pengambilan keputusan. 

Oleh karena itu, harmonisasi regulasi menjadi kebutuhan mendasar dalam memastikan bahwa 

penyelenggaraan pembangunan tidak mengurangi perlindungan hak masyarakat atas 

lingkungan hidup yang baik dan sehat(Luthfiah et al., 2026). 

Tantangan berikutnya berkaitan dengan integrasi substansi Kajian Lingkungan Hidup 

Strategis (KLHS) dalam penyusunan dan evaluasi rencana tata ruang. Secara normatif, KLHS 

dimaksudkan untuk memastikan bahwa pertimbangan pembangunan berkelanjutan menjadi 

bagian dari kebijakan, rencana, dan program pemerintah. Namun, persoalan yuridis dapat 

muncul apabila hubungan antara rekomendasi KLHS dan keputusan penetapan rencana tata 

ruang tidak dijelaskan secara memadai atau tidak diterjemahkan ke dalam ketentuan 

pengendalian yang operasional. Kondisi tersebut berpotensi menjadikan KLHS hanya sebagai 

dokumen pendukung administratif tanpa pengaruh yang memadai terhadap arah pemanfaatan 

ruang. Padahal, fungsi substantif KLHS terletak pada kemampuannya mengidentifikasi risiko 

lingkungan, menilai daya dukung dan daya tampung, serta memberikan dasar bagi 

penyesuaian kebijakan pembangunan. Oleh karena itu, integrasi KLHS perlu dipahami 

sebagai proses penyelarasan substansi kebijakan, bukan sekadar pemenuhan kewajiban 

penyusunan dokumen. Dalam perspektif perlindungan hak konstitusional, hubungan yang 

jelas antara hasil KLHS dan keputusan tata ruang menjadi penting untuk memastikan bahwa 

pertimbangan ekologis memperoleh kedudukan nyata dalam pembentukan kebijakan 

publik(Riyadi et al., 2026). 

Aspek kelembagaan juga menjadi tantangan penting dalam integrasi instrumen 

penataan ruang dan perlindungan lingkungan hidup. Penyelenggaraan kedua bidang tersebut 

melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta berbagai perangkat kelembagaan yang 

memiliki tugas dan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pembagian kewenangan tersebut membutuhkan koordinasi yang efektif agar kebijakan tata 

ruang, penilaian lingkungan, persetujuan kegiatan, dan pengawasan dapat dilaksanakan secara 

konsisten. Potensi persoalan muncul apabila terdapat perbedaan penafsiran terhadap 
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kewenangan, keterbatasan pertukaran informasi, atau ketidaksesuaian antara keputusan 

administratif yang diterbitkan oleh lembaga yang berbeda. Dalam perspektif hukum 

administrasi negara, koordinasi kelembagaan merupakan bagian dari prinsip penyelenggaraan 

pemerintahan yang baik karena berkaitan dengan kepastian prosedur, akuntabilitas, dan 

perlindungan kepentingan masyarakat. Oleh sebab itu, penguatan integrasi kelembagaan perlu 

diarahkan pada kejelasan pembagian kewenangan dan keterhubungan proses pengambilan 

keputusan. Tanpa koordinasi yang memadai, instrumen hukum yang secara normatif telah 

dirancang untuk saling melengkapi berpotensi menghasilkan ketidakpastian dalam 

pelaksanaan kebijakan pembangunan. 

Tantangan yuridis lainnya berkaitan dengan jaminan partisipasi masyarakat dalam 

proses perencanaan tata ruang dan pengambilan keputusan lingkungan. Hak atas lingkungan 

hidup yang baik dan sehat tidak dapat dilepaskan dari hak masyarakat untuk memperoleh 

informasi, menyampaikan pendapat, serta berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan 

yang berpotensi memengaruhi kondisi lingkungan tempat tinggalnya. Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 2009 memberikan dasar pengakuan terhadap hak atas informasi, partisipasi, dan 

akses keadilan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Namun, secara 

normatif perlu dikaji apakah mekanisme partisipasi yang tersedia telah memberikan ruang 

yang memadai bagi masyarakat untuk memengaruhi substansi kebijakan, bukan hanya 

menyampaikan tanggapan secara formal. Persoalan dapat muncul ketika informasi teknis 

mengenai rencana tata ruang dan dampak lingkungan sulit diakses atau ketika keterlibatan 

masyarakat tidak berlangsung sejak tahap awal perencanaan. Oleh karena itu, perlindungan 

hak konstitusional memerlukan mekanisme partisipasi yang transparan, inklusif, dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Partisipasi yang bermakna menjadi unsur penting untuk memperkuat 

legitimasi keputusan tata ruang sekaligus mencegah pengabaian kepentingan masyarakat yang 

berpotensi terdampak(Hs et al., 2025). 

Berdasarkan analisis tersebut, tantangan yuridis integrasi instrumen penataan ruang 

dan perlindungan lingkungan hidup dapat dikelompokkan ke dalam tiga persoalan mendasar, 

yaitu potensi ketidakharmonisan regulasi, kompleksitas koordinasi kelembagaan, dan 

keterbatasan keterpaduan mekanisme pengendalian serta partisipasi masyarakat. 

Ketidakharmonisan regulasi dapat mengurangi kepastian mengenai hubungan antara 

kebijakan pembangunan dan kewajiban perlindungan lingkungan. Kompleksitas kelembagaan 

berpotensi menimbulkan perbedaan penerapan kewenangan, sedangkan lemahnya 

keterpaduan pengendalian dan partisipasi dapat mengurangi kemampuan instrumen hukum 

untuk mencegah risiko lingkungan secara dini. Ketiga persoalan tersebut menunjukkan bahwa 

keberadaan perangkat hukum belum dengan sendirinya menjamin perlindungan hak 

konstitusional masyarakat. Diperlukan hubungan yang koheren antara substansi peraturan, 

struktur kelembagaan, dan mekanisme pelaksanaan agar perlindungan lingkungan dapat 

diwujudkan secara konsisten. Dengan demikian, integrasi hukum harus dipahami sebagai 

upaya membangun kesinambungan normatif dan administratif yang menempatkan 

keberlanjutan lingkungan serta hak masyarakat sebagai orientasi utama penyelenggaraan 

penataan ruang. 
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Konstruksi Penguatan Integrasi Hukum dalam Menjamin Hak Masyarakat atas 

Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat 

Penguatan integrasi hukum penataan ruang dan perlindungan lingkungan hidup perlu 

dimulai melalui harmonisasi pengaturan yang menempatkan hak konstitusional masyarakat 

sebagai dasar penyelenggaraan pembangunan. Harmonisasi tersebut diarahkan untuk 

memastikan bahwa ketentuan perencanaan tata ruang, perlindungan lingkungan, dan 

kebijakan sektoral memiliki orientasi yang selaras terhadap prinsip pembangunan 

berkelanjutan. Dalam konteks ini, Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 dapat 

ditempatkan sebagai landasan konstitusional dalam menafsirkan hubungan antara kepentingan 

pembangunan dan perlindungan lingkungan. Setiap instrumen hukum yang mengatur 

pemanfaatan ruang perlu dipahami sebagai bagian dari sistem perlindungan yang bertujuan 

mencegah kerusakan lingkungan dan menjaga kualitas kehidupan masyarakat. Oleh karena 

itu, harmonisasi tidak cukup dilakukan melalui penyesuaian redaksional antarperaturan, tetapi 

harus mencakup keselarasan tujuan, prinsip, persyaratan, dan mekanisme pengendalian. 

Dengan demikian, penguatan integrasi regulatif menjadi dasar bagi terciptanya kepastian 

hukum yang mendukung perlindungan lingkungan hidup secara berkelanjutan(Sari & Muhjad, 

2026). 

Aspek kedua dalam konstruksi penguatan integrasi hukum adalah optimalisasi 

hubungan antara KLHS, RTRW, RDTR, dan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang. 

KLHS perlu ditempatkan sebagai instrumen substantif yang memberikan dasar pertimbangan 

ekologis dalam penyusunan dan evaluasi rencana tata ruang. Hasil KLHS seharusnya 

diterjemahkan secara jelas ke dalam kebijakan struktur ruang, pola ruang, ketentuan 

pemanfaatan ruang, serta arahan pengendalian kegiatan pembangunan sesuai dengan kerangka 

peraturan yang berlaku. Hubungan tersebut penting agar informasi mengenai daya dukung, 

daya tampung, risiko bencana, dan keberlanjutan ekosistem tidak berhenti pada tahap kajian, 

tetapi menjadi pertimbangan dalam penetapan keputusan tata ruang. Selain itu, mekanisme 

kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan persetujuan lingkungan perlu dipahami sebagai 

instrumen pengendalian yang saling melengkapi, bukan sebagai prosedur administratif yang 

berdiri sendiri. Melalui keterhubungan tersebut, integrasi hukum dapat memperkuat fungsi 

preventif kebijakan tata ruang dalam mengurangi risiko pencemaran dan kerusakan 

lingkungan. Dengan demikian, kepastian perlindungan hak masyarakat memerlukan 

kesinambungan antara perencanaan ekologis, pengaturan pemanfaatan ruang, dan 

pengendalian kegiatan pembangunan. 

Penguatan integrasi hukum juga membutuhkan koordinasi kelembagaan yang jelas 

dan akuntabel antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga yang menjalankan 

kewenangan penataan ruang serta perlindungan lingkungan hidup. Koordinasi tersebut perlu 

dibangun berdasarkan pembagian tugas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan, mekanisme pertukaran informasi, dan prosedur pengambilan keputusan yang dapat 

ditelusuri secara administratif. Dalam perspektif hukum administrasi negara, integrasi 

kelembagaan merupakan prasyarat bagi penerapan asas kepastian hukum, keterbukaan, 

kecermatan, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, 

diperlukan keterhubungan antara dokumen perencanaan tata ruang, hasil kajian lingkungan, 

keputusan administratif, serta sistem pengawasan yang mendukung evaluasi terhadap kegiatan 

pemanfaatan ruang. Koordinasi yang konsisten juga dapat mengurangi potensi keputusan 
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yang saling bertentangan dan memperjelas tanggung jawab lembaga apabila terjadi 

pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan. Dengan demikian, penguatan integrasi 

kelembagaan tidak hanya berkaitan dengan efisiensi administrasi, tetapi juga dengan 

kemampuan negara memberikan perlindungan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan 

kepada masyarakat(Fadli, 2025). 

Berdasarkan sintesis terhadap prinsip konstitusional dan kerangka hukum penataan 

ruang serta perlindungan lingkungan hidup, penelitian ini mengusulkan konstruksi integrasi 

hukum melalui tiga dimensi yang saling berkaitan, yaitu integrasi regulatif, integrasi 

kelembagaan, dan integrasi pengendalian. Integrasi regulatif menekankan harmonisasi norma, 

keselarasan tujuan kebijakan, serta penempatan perlindungan hak konstitusional sebagai dasar 

interpretasi hukum. Integrasi kelembagaan berkaitan dengan kejelasan pembagian 

kewenangan, koordinasi antarlembaga, dan akuntabilitas pengambilan keputusan. Sementara 

itu, integrasi pengendalian mencakup keterhubungan antara KLHS, rencana tata ruang, 

kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, partisipasi masyarakat, 

pengawasan, dan penegakan hukum. Ketiga dimensi tersebut membentuk suatu hubungan 

yang berkesinambungan karena harmonisasi regulasi memberikan dasar bagi koordinasi 

kelembagaan, sedangkan koordinasi yang baik mendukung konsistensi pelaksanaan instrumen 

pengendalian. Konstruksi ini merupakan sintesis konseptual yang diajukan melalui penelitian 

hukum normatif dan belum dimaksudkan sebagai model yang telah diuji secara empiris. 

Melalui kerangka tersebut, perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat 

dianalisis berdasarkan keterpaduan sistem hukum, bukan semata-mata keberadaan masing-

masing instrumen secara terpisah. 

Implikasi dari konstruksi tersebut menunjukkan bahwa jaminan hak konstitusional 

masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat memerlukan pendekatan hukum yang 

mengintegrasikan kepastian regulasi, akuntabilitas kelembagaan, dan efektivitas pengendalian 

pemanfaatan ruang. Bagi pembentuk kebijakan, konstruksi ini dapat menjadi kerangka 

evaluasi untuk menilai keselarasan antara peraturan penataan ruang, instrumen perlindungan 

lingkungan, dan kebijakan pembangunan sektoral. Bagi pemerintah pusat dan daerah, 

kerangka tersebut dapat digunakan sebagai dasar analitis untuk memperkuat koordinasi 

penyusunan rencana tata ruang, pelaksanaan KLHS, serta pengawasan kegiatan 

pembangunan. Sementara itu, bagi masyarakat, penguatan integrasi hukum diharapkan dapat 

memperjelas jaminan akses informasi, partisipasi, dan perlindungan terhadap risiko kerusakan 

lingkungan. Kontribusi konseptual penelitian ini terletak pada pengintegrasian dimensi 

regulatif, kelembagaan, dan pengendalian sebagai dasar penguatan perlindungan hak 

konstitusional masyarakat. Dengan demikian, integrasi instrumen penataan ruang dan 

perlindungan lingkungan hidup tidak hanya dipahami sebagai penyelarasan prosedur 

administratif, tetapi sebagai konstruksi hukum yang berorientasi pada pemenuhan kewajiban 

negara untuk menjamin lingkungan hidup yang baik dan sehat. 

 

Kesimpulan 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi instrumen penataan ruang dan 

perlindungan lingkungan hidup merupakan aspek fundamental dalam menjamin hak 

konstitusional masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana 

diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Meskipun kerangka hukum Indonesia 
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telah mengatur keterkaitan antara perencanaan tata ruang dan perlindungan lingkungan hidup, 

integrasinya masih menghadapi tantangan yuridis berupa potensi ketidakharmonisan regulasi, 

kompleksitas koordinasi kelembagaan, serta ketidakterpaduan mekanisme pengendalian 

pemanfaatan ruang dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini menghasilkan konstruksi 

konseptual integrasi hukum melalui tiga dimensi utama, yaitu integrasi regulatif, integrasi 

kelembagaan, dan integrasi pengendalian. Ketiga dimensi tersebut saling melengkapi dalam 

memperkuat keselarasan norma, kepastian kewenangan, dan konsistensi penerapan instrumen 

perlindungan lingkungan. Oleh karena itu, penguatan integrasi hukum perlu diarahkan pada 

harmonisasi peraturan, optimalisasi keterhubungan antara KLHS, RTRW, RDTR, dan 

instrumen pengendalian lingkungan, serta peningkatan akuntabilitas kelembagaan dan 

partisipasi masyarakat. Dengan demikian, integrasi hukum tidak hanya berfungsi sebagai 

mekanisme koordinasi administratif, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan 

konstitusional yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan pemenuhan hak masyarakat 

atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. 
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